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ABSTRAK  

 

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023 ini berkaitan 

dengan pemotongan dan pelaporan Pasal 21 Pajak Penghasilan (PPh) atas manfaat 

pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) PT 

Bank Negara Indonesia (Persero) tbk. Kajian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif dan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, serta 

dokumentasi selama masa magang di DPLK BNI, penelitian ini menggambarkan 

secara komprehensif proses pemotongan sampai pelaporan pajak. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa implementasi PMK 168/2023 telah dilaksanakan sesuai 

ketentuan, meskipun masih menghadapi tantangan administratif, terutama dalam 

hal validasi data peserta lama seperti NIK dan NPWP. Diharapkan hasil penelitian 

ini akan meningkatkan pengetahuan tentang perpajakan serta kesadaran akan 

pentingnya memiliki program pensiun sebagai bagian dari perencanaan keuangan 

jangka panjang. 
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ABSTRACT 

 

The Minister of Finance Regulation (PMK) Number 168 of 2023 relates to 

the withholding and reporting of Article 21 Income Tax (PPh) on pension benefits 

organized by the Financial Institution Pension Fund (DPLK) of PT Bank Negara 

Indonesia (Persero) tbk. Using a qualitative approach and data collection techniques 

through observation, interviews, and documentation during the internship at DPLK 

BNI, this research comprehensively describes the processes of tax withholding, 

deposit, and reporting. The research results indicate that the implementation of 

PMK 168/2023 has been carried out in accordance with the regulations, although it 

still faces administrative challenges, particularly in validating the data of old 

participants such as NIK and NPWP. It is hoped that the results of this research will 

enhance knowledge about taxation and raise awareness of the importance of having 

a pension program as part of long-term financial planning. 
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